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ABSTRAK

Pasal karet dalam UU ITE telah merenggut kebebasan sejumlah orang,
baik warga sipil biasasmaupun tokoh-tokoh terkenals*Mulai dari penyanyi Jerinx
hingga aktivis Dandy Dwi Laksono, hingga.Buni Yani dan. Baiq Nuril Maknun
(guru honorer dari Mataram, Lombok).

700 orang lainnya dipenjara disebabkan pasal-pasal karet dalam UU ITE,
seperti yang dialami oleh Nuril. Akibat Undang-undang tersebut, korban rentan
menjadi korban untuk kedua kalinya karena dilaporkan balik oleh pelaku. Karena
kasus pelaporan balik_ini, perlu adanya kajian ‘terhadap aparat penegak hukum
yang perlu dituntut bertindak lebih progresif dan korban tindak pidana yang
melaporkan kasusnya seharusnya tidak bisa dituntut balik oleh terduga pelaku
kedepannya.

Uraian kasus ketimpangan hukum akibat dari reviktimisasi Undang-
undang Nomor. 19 tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor
11 tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendorong Penulis
untuk meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Terhadap
Perlindungan Korban Tindak Pidana Reviktimisasi (Studi Kasus Putusan MA
Nomor 574 K/PID.SUS/2018”

Ruang lingkup dan identifikasi masalah-akan dikaji melalui pendekatan
yuridis normatif dalam penelitian ini. Menurut metode penelitian normatif,
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder
yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang
diperoleh dari studi literatur.

Kata Kunci: Tinjauan - Perlindungan Korban Reviktimisasi Tindak Pidana
Kesusilaan - Studi"Kasus Putusan MA Nomor 574
K/PID.SUS/2018

XV



ABSTRACT

The rubber article in the ITE Law has taken away the freedom of a number
of people, both ordinary civilians and famous figures. Starting from singer Jerinx
to activist Dandy Dwi Laksono, to Buni Yani and Baiq Nuril Maknun (honorary
teachers from Mataram;L.ombok).

Another 700 people were.imprisoned.because of the.rubber articles in the
ITE Law, as.experienced by Nuril."As a result of this law, victims are vulnerable
to becoming victims for the second time because they are reported back by the
perpetrators. Because of this back-reporting case, there needs to be a study of law
enforcement officers who need, tohe ‘demanded to act more progressively and
victims of criminal acts who'report their cases shouldnot be able to be prosecuted
back by the alleged perpetrators in the future.

The .description of cases of legal inequality resulting from the
revictimization of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law
Number 11 of 1008 concerning Information and  Electronic Transactions
encourages the author to research and create.a scientific paper entitled
"Overview of the Protection of Victims of Criminal Acts of Revictimization (Case
Study). Supreme Court Decision Number 574 K/PID.SUS/2018™

The scope and identification of the problem will be examined through a
normative juridical approach in this study. According to the normative research
method, the data source used.in this study.is a.secondary data source consisting
of three legal materials: primary, secondary, and tertiary. Data gleaned from a
study of the literature.

Keywords: Overview - Protection of Victims of Revictimization of Moral Crimes
- Case Study of Supreme Court Decision Number 574
K/PID.SUS/2018
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

alam hukum,

tRuavae

2011, hal. 10)
re- di awal kata
ktimisasi berarti

. 58). Studi oleh

A a0 & |

.Q seringkali dijadikan 'senjata untuk
mengkriminalisasi' .‘ un pemikiran masyarakat, harus
dicabut seluruhnya. Sejak penerapannya pada tahun 2016, UU ITE telah
menjerat pelaku sebanyak 744 hukuman dan 676 hukuman penjara, menurut
data statistik yang dikumpulkan oleh aliansi masyarakat sipil.
(https://lwww.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560,  diakses pada 4

November 2021)



Seperti dilansir oleh CSIS di tahun 2018, UU ITE memiliki dampak tidak
terduga. Karena berdasarkan penelitian UU ITE membuat hukum menyimpang
dari tujuan dasarnya, dan ini memiliki konsekuensi sosial dan politik yang
merugikan bagi seluruh penduduk. Politisi dan" pihak lain yang memiliki
otoritas sering menggunakan undang-undang ini dalam upaya uniuk membawa
lawan politik mereka ke _pengadilan. Selain,itu, masyarakat saling melapor dan
mengajukan pengaduan ke polisi, sehingga penting untuk membangun budaya
komunikasi yang sehat dan perangkat hukum yang dapat beradaptasi di bidang
ini. Revisi UU ITE sendiri diperlukan untuk gagasan kedepannya.

Undang-undang tersebut awalnya disahkan pada tahun 2008, dan terakhir
diperbarui-pada tahun 2016. Saat itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
putusan yang menyebabkan perubahan undang-undang. Pasal karet dalam UU
ITE telah merenggut kebebasan sejumlah orang, baik warga sipil biasa maupun
tokoh-tokoh terkenal. Mulai dari Jerinx sang penyanyi, hingga Dandy Dwi
Laksono sang aktivis, serta Baiq Nuril Maknun dan Buni Yani, seorang guru
honorer dari Mataram, Lombok.

Dapat dilihat dalam kasus yang.baru-baru ini terjadi, pelaporan balik
korban bullying di kantor KPI, Menurut Hasto Atmojo Suroyo, Kepala
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, korban pelecehan seksual kerap
menjadi korban untuk kesekian kali. Peristiwa ini karena korban dilaporkan
kembali oleh pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Korban pelecehan menanggung banyak beban



dengan cara ini. Antara lain, peristiwa asusila yang menimpanya, merasa malu
karena dianggap aib sehingga ragu untuk melaporkannya, dan dilaporkan
kembali oleh pelaku. Sehingga korban tidak mendapatkan kepastian dan
keadilan hukum terhadap kasus yang menimpanya.

Kasus Baig Nuril yang merekam obrolan mesum dengan kepala sekolah
tempat dia bekerja untuk-membela  diri dari penganiayaan yang dideritanya
menjadi- fokus dalam penelitian ini. Di sebuah SMA Indonesia di Nusa
Tenggara Timur, Baig Nuril, seorang pegawai honorer, terjerat kasus UU ITE
pada awal tahun ini. Berawal dari Baiq Nuril yang telah mengalami pelecehan
seksual dalam kasus ini. Dia malah dituduh mencemarkan nama baik dimana
diduga merekam obrolan seksual mantan atasannya, kepala sekolah tempat
kerjanya. Rekaman itu sendiri bukanlah Baig Nuril yang menyebarkan,
melainkan: rekan kerja~Baig Nuril sendiri. \Baig Nuril*juga dilaporkan ke
kepolisian dan berujung pada dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram
atas tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU ITE oleh mantan kepala sekolah
tersebut yang merasa tersinggung. Baiq Nuril dibebaskan dalam sidang perdana
PN karena tidak menyebarluaskan‘rekaman pembicaraan asusila kepala sekolah
itu. Akan tetapi Penuntut umum menolak menerima keputusan tersebut,
kemudian Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan
PN menyetujuinya. Hingga putusan Nomor 574K/PID.SUS/2018 dikeluarkan
menyusul sidang MA vyang dilakukan pada 26 September 2018. MA

menetapkan Baiq Nuril bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan
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menyebarkan informasi elektronik yang tidak bermoral, dan memvonisnya

denda 500 juta dan enam bulan penjara, seperti yang dilansir pada Jurnalition,

diakses pada 5 November 2021. Pihaknya kemudian mengajukan Peninjauan

mengandung konten yang melanggar kesusilaan. Bahkan dalam pertimbangan
kasasi dan peninjauan kembali atas putusan hakim, tidak jelas apa tafsiran
hakim terhadap frasa “melanggar kesusilaan”. Mengingat Pasal 27 ayat (1) UU
ITE yang mendefinisikan tindak pidana sebagai “pelanggaran kesusilaan”

sebagai rangkaian perbuatan yang tidak terbatas pada benda atau substansinya
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melainkan berkaitan dengan tindak pidana, maka perlu dipelajari lebih lanjut.

(Christianto, 2021, hal. 39)

Masalah hukum tersebut memiliki peran penting dalam membuat penilaian

diterapkan pada masyarakat umum. (Sudarsono, 1992, hal. 31) Meskipun tidak
ada definisi yang diberikan dalam undang-undang, kamus hukum dimana
ditulis oleh Jimmy juga Marwan menyatakan bahwa amnesti ialah "pernyataan

umum yang dikeluarkan melalui atau oleh UU mengenai pencabutan semua



konsekuensi dari suatu pemidanaan untuk suatu tindak pidana tertentu atau
sekelompok orang. tindakan kriminal." (Jimmy, 2009, hal. 41)

Kini, ia tak lagi terkekang oleh jebakan hukum. Korban hukum berhak
mendapatkan«ganti rugi dari_pemerintah. Baig Nuril,adalah korban dalam
kecatatan hukum dalam UU ITE, karena rekaman itu didistribusikan tanpa
sepengetahuannya ketika. dia: mencoba menunjukkan kepada seseorang bahwa
dia dilecehkan. Karepa dia adalah korban, tidak ada jalan lain baginya.
Mencapai 700 orang lainnya dipenjara disebabkan pasal-pasal karet dalam UU
ITE, seperti yang dialami oleh Nuril. Akibat Undang-undang tersebut, korban
rentan menjadi korban untuk kedua kalinya Karena dilaporkan balik oleh
pelaku. Investigasi terhadap aparat penegak hukum< harus dilakukan
sehubungan dengan kasus back-reporting ini, dan mereka yang melaporkan
tindak pidana tidak boleh dituntut lagi di, masa depan-oleh para tersangka
pelaku. Kesaksian saksi dan korban dilindungi undang-undang, yang
menyatakan bahwa korban maupun saksi tidak bisa dituntut secara pidana atau
perdata. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat atas dasar
kepastian hukum, kemanfaatan dan kehati-hatian serta kebebasan kepemilikan
teknologi. Untuk semua alasan tersebut dan lainnya, penting untuk membuka
peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk meningkatkan kemampuannya
dalam menggunakan dan memanfaatkan TI, sekaligus memberikan rasa aman,

keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna layanan tersebut. serta
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administrasi TI, tidak boleh digunakan untuk menyimpang dari tujuan awal

pembentukan undang-undang. (Permatasari, 2019, hal. 28-29)

a.

Uraian kasus ketimpangan hukum akibat dari reviktimisasi UU No 19

Nomor 11 tahun 1008

1. Tujuan dari penelitian adalah :

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan korban tindak
pidana Reviktimisasi dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
Untuk mengetahui gagasan ideal perlindungan korban tindak pidana

Reviktimisasi dimasa yang akan datang.
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ISIIAI
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2. Manfaat dari penelitian adalah :
a. Manfaat teoritis :

1. Berdasarkan kerangka teori penelitian ini, diharapkan dapat

\:\ l‘é’ “
0
.

g
-
&
ﬁ
&
ke
v

D. Tinjauan Pustaka
1. Teori Perlindungan Korban
Uraian tentang fungsi hukum perlindungan hukum, yaitu pemberian

suatu keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian dan ketertiban..
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Perlindungan hukum terhadap orang perseorangan, menurut Muchsin,
adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam

kehidupan bermasyarakat dengan menyelaraskan hubungan nilai yang

warga negara
sosial. Untuk

dan kesetaraan

ia," yang berarti

hal. 517) Dalam

menurut Aristoteles sebagai keutamaan moral khusus yang dikaitkan dengan
sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik
antara manusia dan keseimbangan dua pihak. Kesamaan numerik dan
proporsional digunakan untuk mengukur keadaan keseimbangan ini. Karena

Aristoteles melihat keadilan dari segi kesetaraan, inilah alasannya. Setiap
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manusia setara dengan satu unit dalam hal kesamaan numerik. Ketika
datang ke hukum, misalnya, semua orang sama. Untuk memastikan bahwa

setiap orang menerima apa yang menjadi haknya, kesetaraan proporsional

kesalah

1. Perl corban pada dasarnya n dari strategi
perli
kese raa i araka Adu-individu, jadi

melin 1€ 3 2 0 i 1erupakan cara untuk

2. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang
dan hukuman yang dijanjikan terhadap siapa saja yang melanggar peraturan.
Selain itu, perilaku ini harus dirasakan oleh masyarakat sebagai penghalang

tatanan sosial yang ingin dicapai masyarakat. (Efendi, 2011, hal. 98)

10
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3. Viktimisasi mengacu pada tindakan menjadi korban. Karena imbuhan re- di

awal kata menandakan pengulangan dapat dikatakan reviktimisasi adalah

menjadi korban berulang-ulang. (Human, 2002, hal. 58)

oleh masyarakat

batas  negara.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, namun penelitian ini berada di bawah
payung penelitian hukum normatif. Ini artinya, metode normatif ialah jenis

penelitian hukum yang menekankan pada kajian norma hukum tertulis dan

11
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kaidah hukum tertulis pada umumnya. Suatu undang-undang atau peraturan
merupakan sumber data utama dalam penelitian hukum normatif, seperti

halnya dalam bentuk penelitian lainnya. (Fahmi Muhammad Ahmadi, 2010,

Nomor 19 Tahun

dan Transaksi

1981.

b.
pa hasil penelitian
dan jurnal hukum dan

C.
Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia

Hukum digunakan sebagai sumber non-hukum dalam penyelidikan ini.
. Analisis Data

Data dalam penelitian berjenis normatif ini akan dianalisis secara kualitatif,

yakni dengan cara mendeskripsikan antara data dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data. Ketika mempelajari kondisi objek alami,

digunakan penelitian kualitatif. Peneliti adalah instrumen utama dalam
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

ak asasi manusia

korban kejahatan

dengan ganti rugi korban). Untuk mencari kompensasi untuk hal-hal
seperti pemulihan reputasi dan keharmonisan batin di samping hal-hal
lain seperti restitusi, pembayaran kesejahteraan sosial, atau jenis

kompensasi lainnya, pengampunan dapat dicari.
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi menyatakan bahwa tujuan perlindungan korban adalah sebagai

berikut:

erutama ketika mereka

situasi sosial;
tetapi juga bagi
i upaya ini.

kekerasan harus

tangga harus diambil pada waktu yang tepat (pemerkosaan).
Korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana harus

dilindungi dari bahaya. Untuk melindungi korban secara memadai, sistem

peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari beberapa subsistem, harus

dihubungkan dan dikoordinasikan. Pemerintah harus membuat undang-
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undang yang tidak hanya melindungi korban secara fisik dan finansial,

tetapi juga mental, untuk membantu pemulihan mereka dari pelecehan.

KUHAP hanya melindungi harta benda korban, namun tidak lazim dalam

undangan yang berlaku. Kejahatan adalah pelanggaran hukum, dan barang
siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman/sanksi
berupa kejahatan lanjutan. (Moeljatno, 2008, halaman 59),

Sebagaimana didefinisikan oleh Wirjono Prodjodikoro, tindak

pidana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan terhadap orang atau
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harta benda korban, dan korban dianggap sebagai korban dari perbuatan
pelaku. Sedangkan dalam WVS digunakan istilah “pelanggaran”,

digunakan istilah “strafbaar feit”. Anggota Kongres dapat merujuk pada

dapat dimintai
an atau kegiatan

eljatno, di sisi lain,

diperingatkan dan diadili.
¢) Tindakan yang salah dan ilegal.

Bagian obyektif dan subyektif dari KUHP, menurut Lamintang,
dapat digunakan untuk mencirikan setiap tindakan ilegal di negara ini.

Maksud pelaku berisi semua hal yang bersifat subjektif karena terkait atau
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terkait dengan pelaku. kondisi di mana pelaku harus melakukan

tindakannya, seperti yang didefinisikan oleh definisi, adalah komponen

objektif dari definisi tersebut. Menurut Lamintang (1984, hal. 183)

melakukan suatu tindak

(mati) sebagai akibat dari perbuatan buruk atau kondisi lain yang sebanding
didefinisikan sebagai korban oleh Basis Pengetahuan.
(https://kbbi.web.id/korban, diakses, tanggal, 10 Maret 2022).

Umum untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan

kriminal sebagai korban, dan para ahli Abdussalam mengklarifikasi bahwa
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korban adalah mereka yang telah dianiaya secara fisik atau mental, kehilangan

harta benda atau bahkan dibunuh karena pelanggaran kecil yang dilakukan oleh

suatu tindakan kriminal. Dalam kata-kata Waluyo (2016).

the legal sense, a

ction at the hands of

atau bencana alam.

Hukum Indonesia menetapkan bahwa seorang korban harus memenuhi
kriteria berikut:
1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan “korban” sebagai “orang

yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak

pidana.

2) mengenai Penghapusan

h!‘\“ .?g orban” adalah

3) r : [ N2 pentuk  Komisi

perundang-undangan yang terutama melindungi hak dan kepentingan hukum
individu yang menjadi korban tindak pidana. Berbeda dengan di Amerika
Serikat, di mana suatu tindak pidana dianggap sebagai penyerangan atau

pelanggaran terhadap hak-hak hukum seseorang dalam tataran pribadi dan
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konkrit, dalam hukum positif dipandang sebagai pelanggaran terhadap “norma

atau tatanan hukum secara in abstracto”.

Akibatnya, bantuan korban hanya ditawarkan dalam arti abstrak. Dengan

memperbaiki kehidupannya.
Model layanan ini mungkin efektif digunakan di Indonesia untuk
memberdayakan korban. Korban tidak memiliki suara dalam sistem peradilan
pidana, oleh karena itu sistem hukum memiliki otoritas tunggal atas keputusan

pengadilan. Sistem peradilan pidana tidak menganggap korban sebagai
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komponen vital. Sebelum era reformasi, korban hanya mendapat sedikit
perhatian. Hak-hak korban dilindungi dan diatur setelah Reformasi. UU No 13

Tahun 2006 dan PP No 44 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pemberian

ligunakan dan
a dengan serius

jawab, dan

informasi menawarkan potensi bagi suatu masyarakat untuk maju,
meningkatkan kualitas hidup, derajat kesejahteraan, dan tingkat peradaban.
(Sidik, 2013, him. 3)

Namun, di sisi lain, membuka jendela peluang baru bagi terjadinya

tindak pidana. Banyak hal yang telah dikembangkan oleh peradaban manusia,
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salah satunya adalah pertumbuhan teknologi informasi dalam bentuknya yang
beragam. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak saja memberi
pengaruh yang menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan umat manusia;.tetapi juga_memberikan dampak destruktif berupa
kemajuan sistem peradilan pidana. Ketika situasi sosial membaik, sifat
kejahatan berubah. Cara. kejahatan dilakukan akan berubah seiring kemajuan
masyarakat melalui'modernisasi. Abdul (2000, hal. 16)

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan
teknologi informasi, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-
undangan terkait penggunaan teknologi informasi, yang diatur dalam UU No
11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang
ini merupakan respon terhadap perkembangan zaman oleh pemerintah
Indonesia. Selain itu, mengingat perkembangan negara yang pesat, pemerintah
akhirnya mengadopsi undang-undang untuk menjamin bahwa ia mengikuti
perkembangan masyarakat pada umumnya. Setelah semua dibicarakan dan
dilakukan, UU No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU No 11 Tahun
2008 mengenai Informasi dan Transaksi.Elektronik akhirnya disahkan.

Globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat
informasi internasional, akibatnya, sangat penting untuk menetapkan peraturan
perundang-undangan nasional untuk pengelolaan informasi tersebut. Teknologi
informasi harus dikembangkan secara merata, konsisten, dan meluas di seluruh

tanah air melalui ITE. Teknologi informasi memiliki pengaruh langsung
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terhadap perkembangan bentuk-bentuk baru tindakan hukum di berbagai
domain. Karena pemanfaatan teknologi informasi berperan besar dalam

perdagangan dan kehidupan berbangsa, maka sangat penting dikembangkan

peraturan  perundang-

et t)

agar tidak
nggi nilai-nilai

08, hal. 2-3)

Elektronik diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, yang memuat ketentuan

sebagai berikut:

a. alat bukti elektronik, termasuk informasi dan dokumen elektronik, dan
kepastian hukum atas keberadaan dokumen tersebut, termasuk dokumen

elektronik tersebut. ,
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b. Penangkapan dan penahanan juga termasuk dalam peraturan
penggeledahan dan penyitaan.

c. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas perannya dalam

nyidik untuk meminta

ngalami revisi sejak

-VI111/2010 dan

substantif maupun dari segi implementasinya, antara lain:
a. Dalam hal penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat
bukti hukum, terdapat perbedaan pandangan di antara aparat penegak

hukum. Misalnya:
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b. Tidak ada lembaga yang memiliki reputasi baik untuk sertifikasi transaksi

elektronik;

c. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan pidana UU ITE oleh penegak

1) Informasi elektronik termasuk namun tidak terbatas pada bahasa tertulis
atau lisan, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, peta, desain, foto,
pertukaran data elektronik/EDI, telegram termasuk namun tidak terbatas

pada olahan huruf dan angka sejenis/akses simbol kode, atau perforasi yang
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memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,”
menurut Pasal 1 ayat (1).
2) Teknik untuk memperoleh, menyiapkan, melestarikan, mengolah,

informasi

misikan, membuat
Japat diaksesnya
elanggar kesusilaan”

entransmisikan,

seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual dalam masalah hukum.
Bukti pelecehan seksual dapat diselewengkan oleh penegak hukum sehingga
dianggap sebagai bukti pelanggaran kesusilaan daripada bukti pelecehan
seksual jika tidak dipahami dengan benar oleh penegak hukum. Ada dua

bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan terhadap orang: kejahatan
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seksual/Pelanggaran Moral dan pelecehan seksual. Mereka tidak hanya
mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia dalam skala global dalam hal

hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional. Pada halaman

orang dengan
kategori ini.
perempuan dan

enderita akibat
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perli ; orba iktin | K Pidana Kesusilaan

; VIAN 7 2 i ala sekolah saat
itu, at  me - * @f dari pekerjaan
i e seba g wai tidak tetap.
ku berselingkuh

ntuk membantah

menginap di hotel, tetapi dia selalu menolaknya.

Rekan Baig Nuril, Imam Mudawin, menyebarkan rekaman percakapan di
sekitar sekolah yang menjadi sumber rekaman tersebut. Setelah disimpan di
ponsel Baig Nuril dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, rekaman itu akhirnya

dipindahkan ke laptop saksi Haji Imam Mudawin, sebagaimana dijelaskan
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dalam uraian fakta hukum di persidangan, setelah itu Imam Mudawin meminta

agar Baiq Nuril menyampaikan laporan ke DPRD Mataram.

Karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Terdakwa telah

penjara masing-masing tiga bulan.
Dalam hal ini, Sebuah CD berisi rekaman diskusi antara Haji
Muslim dan Baiq Nuri serta Laptop Toshiba berwarna coklat dengan layar
10 inci Serial Number 5C115626K adalah barang bukti yang dihasilkan di

persidangan. Barang bukti lain yang dihadirkan di persidangan antara lain
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1 kabel data hitam, 1 HP merk Samsung champ dengan seri GT-C3312,

IMEI 356785/0506493/6, IMEI 356786/05006493/4 tipe dua kartu sim, 1

kartu memori/micro eksternal 2 GB, 1 kartu memori merek V-Gen 2 GB,

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril, khususnya Pasal
27 ayat (1), yaitu: Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), yaitu: Pasal 27 ayat (1)
jo Pasal 45 ayat (1) yaitu: Pasal 27 ayat (1)" Pada tanggal 26 Juli 2017,
Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan Putusan Nomor

265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr, yang memutuskan Baiq Nuril tidak bersalah dan
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membebaskannya dari kasus tersebut.Menurut Akta Permohonan Kasasi
No.18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Matram mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017.

a jatuh pendek
ual termasuk di
elompok sosial

hingga saat ini.

penuntutan lebih lanjut;

. Mengarahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Kota segera setelah

putusan ini diumumkan;

. Hak untuk diperlakukan dengan hormat, kesusilaan, dan nilai sesuai dengan

kemampuan, kedudukan, dan status Terdakwa.
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5. Berikut ini adalah daftar contoh barang bukti:
Haji Muslim menerima barang-barang berikut: Baiq Nuril Maknun dan

Haji Muslim memiliki rekaman percakapan yang disimpan dalam CD.

’Q.

dengan IMEI 354

Membayar biaya hukum negara bagian.
Hakim Baiq Nuril dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi
Elektronik karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

mentransmisikan, dan/atau menyediakan informasi yang tersimpan secara
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elektronik dan/atau dokumen yang dibuat secara elektronik. yang berisi materi

yang melanggar kesusilaan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan setelah

menerima isi
apat memenuhi
3) yerhubungan seks

kesusilaan.

undang-undang. Oleh karena itu, pandangan orang yang berbeda tentang apa
yang dimaksud dengan berbagai komponen yang tercantum dalam undang-
undang tersebut berbeda-beda. Akibatnya, Hakim harus melakukan interpretasi

dan pemeriksaan rinci terhadap unsur-unsur pelanggaran untuk menjelaskan
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maksud mereka. Seperti yang dijelaskan oleh penulis (Nopriadi, 2018, halaman
77-78), beginilah cara kerjanya:

Seperti halnya KUHP dan UU Pornografi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE
mendefinisikan  pelanggaran. yang setara~dengan Pasal 281-Pasal 282 dan
melarang transmisi materi yang tidak disukai masyarakat. Yang paling
signifikan adalah penataan-tema'hukum, sarana distribusi, saluran distribusi,
dan bentuk muatan moral yang terkandung di setiap wilayah. Pasal 27 ayat (1)
UU ITE terkadang disebut "pasal karet" karena ketidakpastian dan kontroversi
yang ditimbulkannya di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
Penyelesaian langsung atas kesulitan ini' dicapai oleh™ menteri teknologi
informasi, kehakiman, dan polisi, yang bersatu dalam keyakinan mereka bahwa
SKB UU ITE akan menjadi cara yang paling bijaksana untuk mencapai
kesetaraan dalam perspektif aparat penegak hukum. Namun SKB UU ITE tidak
mampu mengatasi kekhawatiran mendasar yang muncul pada saat normalisasi
Pasal 27 ayat (1) UU ITE. "melanggar kesusilaan" harus dijelaskan lebih rinci
agar tidak tumpang tindih dengan bagian lain dan.mengarah ke berbagai makna
yang berbeda. Tahun 2007 dan 2008 (2008, him. 6-7) Meski bukan undang-
undang, penggunaan SKB tetap diperbolehkan. Dari segi hukum, UU ITE tidak
memiliki force majeure.

Logika hukum yang konsisten diperlukan di seluruh rangkaian proses
penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Dalam banyak kasus, bahkan mengikuti aturan hukum gagal untuk memuaskan
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rasa benar dan salah seseorang, atau bahkan sampai pada kesimpulan yang
rasional secara objektif, yang merupakan langkah penting menuju keadilan
(penalaran manusiawi alami). Meski dibingkai dalam kerangka norma hukum
yang menjadi«landasan putusan pengadilan; rastonalitas. hukum pada titik ini
justru  bertentangan dengan rasionalitas akal. Dideskripsikan sebagali
diformalkan terkodifikasi difermalkan {Tjandra, 2019 him. 6).

Selama hak-hak korban tidak diperhitungkan dalam persidangan pidana
dan akibat kejahatan, mereka berisiko menjadi korban untuk kedua kalinya,
yang merupakan kelemahan serius dalam kemampuan sistem untuk melindungi
masyarakat dari penjahat. Hanya segelintir pasal KUHAP yang menangani
korban, danfokusnya bukan pada fakta bahwa tindak pidana memiliki korban
sejak awal. Karena para korban telah diberi berbagai label untuk
mengidentifikasi mereka:, Korban tindak pidana yang paling menderita akibat
tindak pidana tidak diberikan perlindungan hukum yang sama besarnya dengan
pelaku tindak pidana. Korban kejahatan seringkali terabaikan setelah pelakunya
dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Akibatnya, korban bahkan bisa
menjadi korban lagi akibat. pelaku ‘selanjutnya melapor kembali ke pihak
berwajib. Keadilan dan hak asasi manusia adalah masalah yang mempengaruhi
baik individu yang melakukan kejahatan maupun mereka yang menderita
karenanya. (Yuliartini, 2015, hal. 83)

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana sebagai

landasan perkara pidana tidak mengakui keberadaan korban tindak pidana
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sebagai pencari keadilan atau korban tindak pidana KUHAP yang menjadi
kerangka pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia, tidak sepenuhnya
terlihat jelas dalam UUD 1945.

Penjelasan di atas senada dengan._kendisi yang dibadapi Baiq Nuril, di
mana masyarakat luas terus memantau perkembangan kasusnya. Alhasil,
terkumpul tiga catatan yang-perlu-diluruskan agar situasi Nuril tidak terulang
kembali. Mulai dari amandemen UU ITE, modifikasi undang-undang acara
pidana, dan akhirnya inspeksi berkala oleh aparat penegak hukum untuk
memastikan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan
pidana, peningkatan tersebut telah dilakukan. Perempuan dengan pengalaman
yang luas akan menganggap bahwa hukum mereka membutuhkan otonomi dan
akan menghindari mencari bantuan dan pengetahuan yang paling mereka
butuhkan. “Pada halaman_75 publikasi Nopriadi (2018) disebutkan bahwa
Mereka adalah orang-orang yang terluka secara fisik- dan emosional oleh
tindakan orang lain yang mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri atau orang
lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka.
mereka yang kesakitan, menurut"bidang viktimologi. Gosita (1993, him. 9)
merangkum metode tersebut sebagai berikut:

Ketika pengertian perlindungan hukum digunakan dalam konteks ini, itu
mewakili tujuan hukum, yaitu untuk membawa keadilan, kejelasan, manfaat
dan pemulihan bagi orang-orang yang dirugikan. Perlindungan hukum,

menurut  Muchsin, dirancang untuk mengamankan individu dengan
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menyelaraskan keterkaitan nilai yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan
dalam rangka menjalin kemitraan dalam kehidupan sosial antar sesama

manusia. Wijayanti (2009, hal. 10) mendefinisikan metode sebagai berikut:

yang berbeda, seperti: orang yang terlupakan, orang yang terlupakan, tidak
terlihat, warga negara kelas dua, viktimisasi kedua dan viktimisasi ganda.
Hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil, dan hukum

pelaksanaan pidana, yang kesemuanya dapat digunakan untuk menilai apakah

korban diperlakukan secara adil oleh penegak hukum karena tidak adanya
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perlindungan hukum. Temuan dari investigasi aktual oleh penegak hukum, di
mana korban juga tampak tidak dilindungi oleh hukum. (Sujiantoro, Juli -
Desember 2016, him. 67)

Menurut Lawrence W..__Friedman,.keberhasilan. penegakan hukum
tergantung pada suatu sistem hukum dengan tiga komponen atau subsistem,
yaitu struktur hukum (structureof faw), substansi hukum (content of law), dan
budaya hukum (legal culture). (diakses, hal. 5) Jika dikaitkan dengan gagasan
ideal perlindungan korban tindak pidana reviktimisasi dimasa yang akan datang
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Struktur hukum

“The structure of a system is its skeleton or framework;it is the permanent

shape, the institutional.body. of the system, the but stringent nones that keep

the process moving within bounds ... In a legal system, the number and size
of courts, their jurisdiction (what kinds of cases they hear, and why), and
avenues of appeal from one court to another are all important features.

Structure also means how thelegislature ‘is created,.how many members..,

what a president may (legally) do or not do, what protocols the police

department follows, and so on. Is the structure of the legal system, in a

sense, a cross section? Moments in time are captured in the form of a still

image.(Friedman, 1984, hal. 5)

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum terkait dengan
Kinerja organisasi dan lembaga penegak hukum (implementasi hukum).
Peninjauan kembali ketentuan-ketentuan yang bermasalah dalam Undang-
Undang Seragam Seragam Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

dapat diperintahkan sebagai tanggapan atas amnesti yang diberikan kepada

Baig Nuril, yang dapat memicu lebih banyak kontroversi. UU Teknologi
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Informasi dan Komunikasi Pasal 40 ayat (2) mengatur tentang kemampuan
pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala macam
gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan ITE. Di lingkungan
Departemen Komunikasi..dan Informatika DPR Rl.telah dibentuk satuan
kerja independen untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan ITE yang
diawasi oleh Pemerintah Pusat Bidang;Pengawasan Pelaksanaan UU Badan
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Bidang Komunikasi dan
Informatika. Informatika, dan Satuan Reserse Kriminal Polri. Kapolri
mengeluarkan Perintah Pelaksana SE/2/11/2021 yang berjudul “Kesadaran
Budaya Etis Demi Terciptanya Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat,
dan Produktif’, dalam rangka menunaikan tugasnya. Menyusul permintaan
Presiden agar polisi menangani kasus dugaan pelanggaran UU Teknologi
Informasi dan Telekemunikasi lebih hati-hati, maka dibentuklah SE (UU
ITE). Kecuali dinyatakan lain, persyaratan SE ini berlaku untuk semua
kasus saat Ini dan yang akan datang, kecuali dinyatakan lain. Relevansi SE
ini baru-baru ini- berkembang karena tersedianya Surat Telegram No.
ST/339/11/RES.1.1.1:/2021 dari Kapolri tentang Pedoman Penanganan
Kasus Cyber Crime (ST No. ST/339 /II/RES.1.11./2021). Instansi
pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi ITE telah membuat
kemajuan, tetapi kolaborasi mereka belum berhasil. Hal ini dibuktikan
dengan masih banyaknya kasus dimana korban menjadi takut ketika akan

melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Koordinasi antara pihak yang
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berwenang dan Bareskrim diperlukan agar kasus reviktimisasi tidak muncul
lagi dalam eksekusi pasal karet UU ITE yang selama ini bermasalah.

Kemudian aparat penegak hukum wajib melindungi korban dengan tidak

pemerintah;
3. Ketika hakim menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya, tidak ada
konsekuensi terhadap pribadi hakim.

Hakim menanggung beban pengambilan keputusan yang berat dalam

perannya sebagai penegak hukum dan arbiter keadilan. Karena sejatinya hal
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tersebut merupakan fungsi dari seorang hakim. Proses pembuktian negatif
tidak mungkin dipisahkan dari putusan hakim dalam perkara pidana.

Pembuktian negatif, secara teori, adalah metode untuk menetapkan

didasarkan pada
Kolaborasi
dan pembuktian

menghilangkan

pemeriksaan objektif dalam mengambil keputusan dalam menjalankan
perkara terhadap seorang penjahat. Memilih aturan berdasarkan persepsi
subjektif seseorang mungkin membantu seseorang lebih memahami keadaan
hukum saat ini dan memilih aturan mana yang harus tetap berlaku.

Kepribadian setiap orang membuat mereka secara unik mampu memilih
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berbagai jenis pilihan dalam hidup. Maka dimungkinkan untuk terciptanya
suatu penemuan hukum oleh hakim.

Tidak bisa dipungkiri bahwa KUHAP akan direvisi. Kekhilafan dalam
acara pidana ditunjukkan_dalam kasus Baiq Nuril. sejak ditahan dalam
penyidikan. KUHAP mengamanatkan bahwa pejabat yang berwenang untuk
menahan tersangka atau terdakwa harus merinci keadaan pemenjaraannya,
termasuk kemungkinan tersangka atau terdakwa menghindari penangkapan,
penghancuran atau pengubahan barang bukti, dan/atau melakukan tindak
pidana baru. pelanggaran. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa tidak perlu
ditahan. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang California
memberikan wewenang yang luas kepada penyidik, KUHAP tidak memiliki
perlindungan yang diperlukan untuk memastikan manajemen dan kontrol
yang tepat. Kovenan-Internasional Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi
Indonesia pada tahun 2005, menetapkan bahwa tindakan pemaksaan seperti
pemenjaraan harus dilakukan secara ketat dalam kondisi yang ketat, dengan
mekanisme kontrol dan pengawasan yang kuat. Ini termasuk penahanan.
Penuntut Umum dan .hakim ‘dengan demikian harus memberikan
kewenangannya untuk dilakukan penahanan.

Lalu ada masalah bagaimana bukti digital ditangani oleh pengadilan.
Pengadilan Negeri Mataram menyimpulkan bahwa menanggapi penjelasan
Baiq Nuril bahwa alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan

diragukan karena aslinya tidak dapat diidentifikasi dan diverifikasi, Majelis
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Hakim Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa dakwaan tidak dapat
diterapkan. Sehingga Mahkamah Agung menggunakan kembali informasi

yang tidak dapat divalidasi untuk mencirikan realitas hukum versi Putusan

e

alat bukti dalam sua

bukti untuk diverifikasi. KUHAP harus secara khusus menetapkan bahwa
kewenangan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan kasasi adalah untuk
menguji penerapan hukum (judex jurist) dalam suatu perkara, dan fakta
hukum tidak boleh menggantikan fakta hukum meskipun ada alasan yang

jelas untuk melakukannya (lihat juga KUHAP, Bagian 2).
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Pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya manusia yang
tersedia bagi korban pelecehan seksual dan bagaimana mereka dapat
dimanfaatkan dengan baik juga diperlukan. Untuk perlindungan korban
pelecehan.seksual, sarana_dan prasarana penegakan hukum di Indonesia
masih kurang, antara lain tidak adanya sumber daya manusia yang terlatih
dan kompeten, organisasi|yang ‘terstrukiur dengan baik, peralatan yang
memadal dan anggaran yang memadai serta berbagai persoalan lainnya.
Untuk lebih melindungi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual
yang semakin meningkat, direncanakan untuk memberikan pendidikan dan

pelatihan serta memperluas kuantitas dan kualitas layanan dan infrastruktur.

. Substansi Hukum

“Both substantive regulations and rules guiding institutions' behavior make
up the content. Systemic principles and practices, as well as real-world
examples from people .in the system, should be thefocus. “The emphasis
here is on live law, not-just regulations in law books," the author explains.
(Friedman; 1984)

Dengan demikian, substansi mengacu pada norma dan kebiasaan dari
sistem nyata, bukan hanya hukum yang.tertulis dalam sebuah buku.
Fokusnya adalah pada hukum'yang.hidup daripada hukum yang dicetak
dalam sebuah buku.

Sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum
bertumpu pada substansi atau isi undang-undang. Akibatnya penegakan

hukum tidak efisien dan tujuan hukum tidak tercapai karena substansi

peraturan perundang-undangan tidak efektif. Pasal 281 sd 303 KUHP
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memuat pelecehan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam
kasus khusus ini. Selain itu, pelecehan seksual tidak disebutkan dalam

karya-karya ini. UU ITE yang menjadi pangkal permasalahan harus diubah

informasi. Yang

aksud dalam

sebagai senjata untuk melawan mereka yang mengkritik institusi yang
seharusnya berhak melakukannya. Meskipun tujuan awal UU ITE adalah
menjadikan propaganda kebencian sebagai kejahatan, bahasa yang
digunakan dalam Pasal 28 ayat (2), yang mengatur transmisi materi yang

melakukan hal itu, tidak diucapkan sesuai dengan tujuan awal undang-

46



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

undang tersebut. Di dunia nyata, ini ditujukan untuk orang dan organisasi

yang menggunakan cara hukum untuk mengekspresikan kritik yang sah

terhadap lembaga pemerintah. Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan

dalam Pasal 27 ayat

pang tindih. atau

perbedaan yang paling menonjol antara ketiga divisi. Pasal 27 ayat (1) UU
ITE dikenal sebagai "pasal karet" karena ketidakpastian dan kontroversi
yang ditimbulkannya di antara penegak hukum dan masyarakat umum. Oleh
karena itu, persoalan mendasar dengan normalisasi Pasal 27 ayat (1) UU

ITE adalah kata “melanggar kesusilaan” dijelaskan secara lebih mendalam
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agar tidak tumpang tindih dengan bagian lain dan interpretasi yang berbeda,

seperti dalam kasus Baiq Nuril.
3. Budaya hukum

"Those whe practice law.have their.own unique set.of beliefs, values, and
expectations'when. it comes to the legislative process. Norms, attitudes, and
ways of acting and thinking that drive social forces in the direction of the
law constitute what is known as "legal culture." Consequently, law is
implemented, disregarded, or. exploited, due to the convergence of social
thought and social.power."

Budaya hukum dapat digambarkan sebagal seperangkat keyakinan, sikap,
konsep, dan praanggapan berdasarkan pengetahuan ini: Budaya hukum mengacu
pada kebiasaan budaya umum seseorang serta sikapnya terhadap otoritas sosial
hukum. Dengan kata lain, suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial disebut
sebagai budaya hukum. diformalkan diformalkan “diformalkan diformalkan
diformalkan diformalkan diformalkan.

Ketika berbicara tentangtbudaya: huktm, itu semua tentang bagaimana
perasaan orang (termasuk aparat penegak hukum) tentang hukum dan keadilan.
Sebaik apapun kualitas bahan hukum yang dibuat, jika individu-individu yang
berpartisipasi dalam sistem dan masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki
budaya hukum yang kuat, penegakan hukum tidak akan berhasil menegakkan
hukum yang telah ditetapkan. Baig Nuril bukanlah masalah hukum yang besar,
seperti pembunuhan atau bencana alam, menurut contoh-contoh yang telah

dipaparkan. Karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual,

kasus ini menjadi sangat kontroversial. Victim blaming atau menyalahkan
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korban sering terjadi baik di tingkat komunitas maupun individu, dan tidak
berhenti dengan mengesampingkan korban. Sebuah keyakinan bersalah bagi

korban juga menyebabkan gugatan pencemaran nama baik terhadap tersangka

dan penc

informas

wenang hanyalah beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan
keadilan (justitia). Dalam karyanya Ethics Nichomachea, Aristoteles
memaparkan pandangannya tentang masalah keadilan. Kebajikan, menurut
Aristoteles, didefinisikan sebagai mematuhi hukum, yang merupakan bentuk

keadilan (yang pada saat itu adalah kebijakan legislasi, baik tertulis maupun
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tidak tertulis). Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang dapat
digunakan dalam setiap skenario. Keadilan Keadilan, selain keutamaan-

keutamaan generik, dapat dikatakan sebagai keutamaan moral tertentu yang

$€§9\Em5‘d$@ﬂ 3 lasarkan tingkat
ori _,, : . Kons psi Aristoteles

cad asarka : - pi. Setiap manusia
~ 5
dapat di g ara g isalnya, hukum

memastikan bahwa setiap orang diper ama. Kesetaraan proporsional
-l
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BAB IV

PENUTUP

hal ini perlu

an perlindungan

dengan revisi UU ITE, perbaikan
struktur hukum yang merupakan aparat penegak hukum, agar
memperhatikan korban terlebih dahulu, kemudian dengan membentuk
budaya hukum pada pemahaman bahwasannya korban pelecehan seksual

harus dilindungi.
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B. Saran

1. Berkaca dari kasus korban tindak pidana Reviktimisasi dalam Putusan MA

Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, seharusnya pembaruan hukum merupakan
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